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Abstract

This study aimed to analyze the quality of internal government regulatory authorities. A common
problem in this study is the finding of the audit that is not detected by the inspectorate apparatus as an
internal auditor, but was found by the external auditor, the Supreme Audit Agency (BPK).

The method used in this research is descriptive qualitative. As in qualitative research, the authors
use the method of in-depth interviews and Forum Group of Discussion with informants who have
knowledge related to this research.

The results show, that became key points of analysis of internal audit quality authorities Southeast
Minahasa regency government is to meet the needs of the Inspectorate competent authorities by providing
technical guidance, education and ongoing training to improve quality. Not doing too frequent mutations,
mutation should be done in accordance with the competence of the employees. While that is key to
improving the quality of the Inspectorate is a strong commitment of the Head of Region for the creation of
good and clean government to push for a more active role Inspectorate. The existence of the fulfillment of
the budget for the Inspectorate of 1%.

This study certainly has limitations that can not be ignored. Therefore, further research is needed
as a future research agenda.

Keywords: Analysis of The Quality of Government Internal Control Officers, APIP.

PENDAHULUAN

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari

2007, ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Selama berdirinya Kabupaten ini, Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dari tahun 2008
sampai dengan 2012 selalu menghasilkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) yang diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut
tersebut antara lain disebabkan oleh permasalahan yang berulang diantaranya mengenai pengelolaan
pajak, pengelolaan belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja bantuan dan hibah, keterlambatan
penyelesaian pekerjaan, pengelolaan aset tetap, pengelolaan piutang, pengelolaan pendapatan asli daerah,
pengelolaan kas, pengelolaan belanja modal, pengelolaan utang, pengelolaan belanja pegawai, dan
pengelolaan persediaan.

Sampai dengan bulan Juli 2013 (semester | Tahun 2013) dari 252 rekomendasi diantaranya
sebanyak 88 rekomendasi telah ditindakianjuti sesuai dengan rekomendasi, 48 rekomendasi telah
ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dan sisanya sebanyak 116 rekomendasi belum
ditindaklanjuti.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan
keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum
siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum
pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di
kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para

37



pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat
provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan
program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata
kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis
Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara”.

LANDASAN TEORI
2.1 Grand Theory: Teori Harapan

Teori harapan ini sangat berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu motivasi, dimana APIP

akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya apabila tujuan dan harapan mereka untuk

memperoleh penghargaan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan terpenuhi. Penghargaan
tersebut dapat berupa anggaran yang diberikan kepada Inspektorat harus sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas

auditor APIP dengan memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang

berkelanjutan, peningkatan infrastruktur penunjang bagi APIP guna mendukung kegiatan
pengawasan keuangan daerah serta peningkatan kesejahteraan bagi auditor APIP. Apabila semua
harapan diatas dapat dipenuhi maka bukan tidak mungkin kualitas APIP dapat sedikit demi
sedikit meningkat.

2.2 Teori Behaviorisme

Teori behaviorisme berkaitan dengan komitmen yang kuat dari pemimpin lembaga dalam hal ini

Bupati dan Inspektur yang memotivasi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk

mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya guna terciptanya clean and good governance di

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius.

Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas

publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada

perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang
mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi
keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi
finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk
pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya
ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan
tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang
dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya
merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian
saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih
dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2009).
2.4 Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan

kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan
clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN.
Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan
melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

2.5 Kualitas Pengawasan Internal
Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan
efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan,

koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.
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2.6 Kompetensi
Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi
persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.
Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau
keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut
pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan

2.7 Motivasi
Dari berbagai jenis teori motivasi, teori yang sekarang banyak dianut adalah teori kebutuhan.

Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi
kebutuhannya. Ahli yang mencoba merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusia, di antaranya
adalah Abraham Maslow.

Maslow merumuskan lima jenjang kebutuhan manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

(Wahjosumidjo, 1987):

1) Kebutuhan mempertahankan hidup (Physiological Needs). Manifestasi kebutuhan ini tampak
pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer
untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis.

2) Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan
akan keamanan jiwa, di mana manusia berada, kebutuhan keamanan harta, perlakuan yang
adil, pensiun, dan jaminan hari tua.

3) Kebutuhan social (Social Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak pada
kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (sense of belonging), kebutuhan untuk maju
dan tidak gagal (sense of achievement), kekuatan ikut serta (sense of participation).

4) Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs), semakin tinggi status, semakin tinggi
pula prestisenya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam banyak hal, misalnya mobil
mercy, kamar kerja yang full AC, dan lain-lain.

5) Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization), kebutuhan ini bermanifestasi
pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan kerja melalui seminar, konferensi,
pendidikan akademis, dan lain-lain.

2.8 Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan
pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi
independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para
pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian
rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

KERANGKA KONSEPTUAL
Indikator aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang baik menurut Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah:
a. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang
setara.
b. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi
pemerintahan dan komunikasi.
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c. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan
dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education).

d. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional
care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.

€. Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka
pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yng berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh
auditor internal, maka dikembangkan proposisi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kompetensi terhadap kualitas APIP

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan
pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan
teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh
orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor
belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam
bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan
atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut
pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

2. Motivasi terhadap kualitas APIP

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan membuat seseorang
mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan
kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap
kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat
terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk
menjaga kualitas audit.

3. Independensi terhadap kualitas APIP

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang
berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak
sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
(Supriyono, 1988).

METODE PENELITIAN
Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan metode wawancara, Forum Group of Discussion (FGD) dan studi kepustakaan.

Maksud dari dipilihnya penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif yaitu agar hasil yang dicapai
dari penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi yang baik, jelas, dan berimbang bagi para pembuat
keputusan serta untuk mendukung perencanaan di dalam organisasi. Melalui penelitian ini, penulis juga
bermaksud untuk menjelaskan bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh
Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai badan publik dalam
mengusahakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian menjadi evaluasi untuk
meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan prestasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan
pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kompetensi seorang auditor bagai sebuah pedang bagi seorang satria. Semakin tinggi

kompetensinya, maka semakin tajam pedang yang dipakainya. Tanpa pedang yang tajam, Kkecil
kemungkinan sang satria akan mampu menebas habis musuh-musuhnya. Tanpa kompetensi yang
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memadai, kecil kemungkinan seorang pengawas akan mampu menjalankan tugas dan perannya secara
efektif.

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu Pengetahuan (knowledge), Keterampilan
(skill), dan Perilaku (attitude). Ungkapan ini tidak banyak berubah sejak masa lalu hingga masa kini.
Yang berubah adalah substansi materi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apa yang harus dimiliki
agar sesuai kompetensi yang dibutuhkan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan
aparat pengawasan intern, perubahan peran, fungsi, serta dimensi penugasan menuntut aparat pengawasan
intern untuk selalu mengasah dan meng-update knowledge, skill, dan attitudenya.

Efektivitas kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan (LK) Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang salah satu tujuannya adalah
untuk menilai efektivitas struktur dan tata kelola yang mendukung fungsi audit dan reviu LK. Salah
kriteria yang dibangun adalah bahwa struktur dan tata kelola APIP yang mendukung fungsi audit dan
reviu LK harus memadai dengan satu sub kriteria yang digunakan adalah sumber daya pendukung yang
memadai. Sumber daya dimaksud adalah jumlah tenaga pengawas (auditor/P2UPD) tersedia dan telah
dihitung berdasarkan analisis kebutuhan, kompetensi tenaga pengawas (auditor/P2UPD) sesuai
persyaratan dan tenaga pengawasan (auditor/P2UPD) telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang
berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara belum memiliki tenaga pengawas yang bersertifikasi
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD). Pada tahun 2011, sebanyak 4 orang pegawai Inspektorat ditetapkan dalam Inpassing
jabatan P2UPD, namun sampai saat ini belum diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa
Tenggara sehingga belum dapat diakui sebagai P2UPD.

Pengawasan oleh tenaga pengawas Inspektorat selama ini dilakukan oleh tenaga pengawas yang
tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai kompetensi dimana dinyatakan bahwa Auditor harus
memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas.

Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat penerimaan CPNS untuk formasi auditor sebanyak 5 orang.
Penerimaan untuk formasi auditor dimaksudkan untuk ditempatkan pada Inspektorat namun terdapat 2
orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan teknik penempatannya pada kelurahan. Pegawai
yang dipindahkan ke Inspektorat tidak mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan
pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan fungsi pengawasan. Bahkan dalam satu tim, mulai
dari Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah sampai dengan staf pelaksana baru semua, sehingga kinerja tim
tidak maksimal. Bagaimana tim bisa bekerja maksimal apabila mereka tidak tahu apa yang harus mereka
lakukan. Karena semua anggota tim baru sehingga entry briefing yang seharusnya dilakukan setiap kali
sebelum tim melakukan pemeriksaan/pengawasan tidak berjalan.

Pada Tahun 2012 terdapat dua kali pendidikan dan pelatihan antara lain bimbingan teknis
pengawasan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diikuti oleh dua orang pegawai dan Diklat Audit
PNPM Mandiri Pedesaan yang diikuti oleh 3 orang pegawai. Sedangkan untuk Tahun 2014 semester |11
belum ada bimtek-bimtek/diklat-diklat. Selain itu, Inspektorat belum menentukan jumlah jam diklat
minimal yang harus dipenuhi oleh para pegawai.

Kebijakan Inspektur memberangkatkan hampir seluruh pegawai di Inspektorat membutuhkan
biaya kontribusi diklat yang cukup besar. Kebijakan ini sendiri kurang efektif karena hanya satu kali
diklat akan tetapi menggunakan dana yang besar. Seharusnya dana yang digunakan untuk
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memberangkatkan seluruh pegawai tersebut bisa digunakan untuk melakukan bimtek atau diklat di
Pemkab sebanyak 2-3 kali dengan mendatangkan instruktur dari Jakarta.

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, karena diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,
maka independensi Inspektorat itu diragukan. Inspektorat dituntut untuk mengikuti apa maunya Bupati,
jika Bupati suruh A, maka Inspektorat harus lakukan sesuai yang Bupati perintahkan.

Independensi aparat pengawas Inspektorat juga tergantung dari kompetensi pengawas itu sendiri.
Pengawas yang memiliki kompetensi yang baik hasil dari pembinaan serta pelatihan-pelatihan dengan
sendirinya memiliki kode etik yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
auditor. Seorang pengawas (auditor) minimal harus setingkat lebih tinggi kemampuannya dibandingkan
dengan yang diawasi (auditan), kalau sama maka pengawas dapat dengan mudah ditipu atau dikerjai oleh
auditan, karena auditan lebih menguasai apa yang dia kerjakan.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan
pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan
organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa. Independensi sangat
menentukan kredibilitas pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa
tersebut. Pemeriksa memang harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang
dibutuhkan untuk memeriksa, tetapi apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa
hebatnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan
meragukan kredibilitas laporan tersebut.

Sedemikian pentingnya independensi, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi melekat pada
diri pemeriksa yang bersangkutan. Bahkan dapat dikatakan bahwa independensi harus ada terlebih dahulu
sebelum pemeriksa itu ada. Pendapat ini tidak berlebihan apabila kita menilik kembali pada latar belakang
munculnya penugasan pemeriksaan atau audit dalam konsep stewardship.

Mengingat sedemikian tingginya nilai independensi ini dalam pemeriksaan, maka SPKN sangat
bersikap tegas, kalau tidak mau dikatakan keras. Apabila pemeriksa mengalami gangguan independensi,
maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Minimal, apabila pemeriksa tidak dapat
menolak penugasan, gangguan independensi dimaksud harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada lampiran huruf D Kebijakan Operasional
Pengawasan angka 11 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan
pemanfaatan 1 (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan
Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
pemerintah daerah harus mengalokasikan pemanfaatan anggaran 1% dari total anggaran belanja
pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi pada anggaran Inspektorat adalah kurang dari 1% yaitu 0,91%
untuk Tahun Anggaran 2012 dan 0,93% untuk tahun anggaran 2013.

Untuk menjaga serta meningkatkan motivasi Inspektorat, Bupati, secara bertahap mulai
memperhatikan kesejahteraan para pegawai Inspektorat dengan secara bertahap memenuhi semua harapan
Inspektorat guna menghasilkan aparat auditor yang berkualitas sehingga menghasilkan audit yang
berkualitas.

Terkait kendaraan operasional, para tenaga pengawas tidak diberikan fasilitas tersebut. Dalam

kegiatan audit, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh para tenaga
pengawas tanpa diberikan uang sewa kendaraan. Keterangan dari staf pengawas, untuk kendaraan pribadi
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yang digunakan dalam kegiatan pengawasan hanya diberikan uang untuk pembelian bahan bakar minyak
yang jumlahnya tidak tentu setiap kali pelaksanaan audit.

Inspektorat tidak memiliki sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan pembuatan laporan
hasil pemeriksaan dan pemeriksaan fisik pekerjaan seperti komputer, laptop, printer, alat ukur ketebalan
aspal (cordrill) dan alat ukur lapisan tembok (hammer test). Sehingga kualitas audit Inspektorat berbeda
jauh jika dibandingkan dengan kualitas audit BPK. Inspektorat sudah berusaha mengajukan pengadaan
prasarana, akan tetapi tidak pernah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Inspektorat memiliki sarana dan prasarana
pendukung audit dengan keterangan kondisi masih baik berupa 2 unit laptop, 8 unit printer, 7 unit
Komputer PC, 1 unit projektor, 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Laptop dikuasai oleh Inspektur dan
Sekretaris Inspektorat, komputer dan printer terletak di masing-masing ruangan. Jumlah tersebut masih
kurang memadai jika dibandingkan jumlah tenaga pengawas yang ada pada Inspektorat. Keterangan dari
para tenaga pengawas diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan audit, para tenaga pengawas
menggunakan laptop pribadi dan sebagian tidak menggunakan laptop.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pegawai/Pengawas di Inspektorat tidak dapat menjalankan
kegiatan audit dan reviu laporan keuangan secara memadai. Koordinasi antar Tim Pemeriksa Wilayah
dalam Pembuatan laporan atas hasil pengawasan yang dilakukan juga menjadi terganggu akibat dari
kurangnya infrastruktur yang tersedia sehingga mengakibatkan mereka harus bergantian membuat
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut yang berakibat terlambat selesainya pembuatan Laporan Hasil
Pemeriksaan Inspektorat diserahkan kepada auditee sehingga tidak up-to date lagi untuk ditindaklanjuti.

Kamera sebagai salah satu alat minimal yang harus dipunyai Inspektorat baru diadakan di tahun
2014. Terkait dengan perolehan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru dan hubungan
komunikasi dengan pihak luar terkait kegiatan audit dan reviu laporan keuangan, Inspektorat baru
memiliki jaringan internet yang sangat penting dalam mendukung kegiatan tersebut di tahun 2014.

Komitmen Bupati dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Inspektorat sebagai salah satu
lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pengawas di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat mutlak
harus dipenuhi. Komitmen Bupati dapat dilihat dari ketersediaan anggaran yang memadai, pemenuhan
jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam
menindaklanjuti seluruh laporan hasil pengawasan.

Ketegasan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati sangat penting dalam menjalankan roda
pemerintahan. Ketegasan itu dapat dilihat dari sikap Bupati apakah berani atau tidak menindak aparat di
bawahnya baik itu Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, para staf ahli, para Kepala Dinas, para Kepala
Badan, para Kepala Kantor maupun para Kepala Bagian yang tidak bekerja dengan baik, tidak mampu
membenahi pelaporan keuangan SKPD maupun bagian yang dia pimpin serta tidak mampu membereskan
setiap temuan-temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan
sangat penting, supaya bawahan Pada periode Bupati dan Wakil Bupati terdahulu tidak terjalin
hubungan yang harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Wakil Bupati yang pada
waktu itu sebagai koordinator pengawasan tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa melaporkan hasil
pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Karenanya Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat hanya tertinggal di Inspektorat, tidak diserahkan kepada para Kepala SKPD untuk ditindak
lanjuti. Karena tidak ada tindak lanjut maka LHP Inspektorat dianggap BPK tidak ada. Walaupun
Inspektur berganti pola kerjanya tetap sama karena LHP dibuat tetapi tetap tidak ada tindak lanjutnya,
sehingga kerja Inspektorat menjadi sia-sia. Karena hasil kerja dianggap sia-sia, maka pada saat Inspektur
dijabat oleh Joseph Kolompoy sampai dengan Jonas Kalumata, laporan Inspektorat hanya sampai Pokok-
Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
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Rapat koordinasi untuk membersihkan setiap temuan yang ada baik temuan BPK maupun temuan
aparat Inspektorat sangat diperlukan supaya pengelolaan keuangan setiap SKPD jadi lebih baik dan
teratur. Komitmen Bupati membuat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
lebih baik dengan mengejar opini BPK WTP berusaha diwujudkan dengan menggelar “JSRK (Jumat
Siang Rapat koordinasi)” secara rutin.

KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas aparat Inspektorat Kabupaten
Minahasa Tenggara dalam menghasilkan audit yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil
penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a.

Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara
Kurang dan Belum Mendukung Kegiatan Audit;

Kurangnya pemberian bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada
para tenaga pengawas;

Infrastruktur Penunjang dan Pendukung yang Dimiliki APIP Belum Mendukung Kegiatan
Audit dan Reviu Laporan Keuangan;

Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat sebagai pendukung kegiatan pengawasan
kurang dari 1% dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

Komitmen Kepala Daerah terdahulu bagi terciptanya Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang clean and good governance kurang.

6.2 SARAN

a.

Mencukupi kebutuhan jumlah pegawai pada bidang pengawasan dengan apa yang ada
sekarang dimaksimalkan, dengan mengikutsertakan para pegawai Inspektorat dalam kegiatan
bimbingan teknis (bimtek) serta pendidikan dan pelatihan (diklat) baik itu Jabatan Fungsional
Auditor (JFA) yang diadakan oleh BPKP sebagai koordinator maupun jabatan fungsional
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diadakan oleh Inspektorat
Jenderal Departemen Dalam Negeri (Itjen Depdagri);

Agar Inspektur sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
melarang apabila staf pengawasnya baik auditor maupun P2UPD dipindahkan ke Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, kecuali mereka yang dipromosikan untuk menjabat
sekretaris di SKPD lain atau menduduki jabatan eselon 2;

Agar Inspektur menginstruksikan Kepala BKDD dalam melakukan pola mutasi pegawai pada
Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara agar memperhatikan kompetensi pegawai;

Agar Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara lebih cermat dalam pengadaan sarana dan
prasarana pendukung kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan;

Agar Bupati Minahasa Tenggara memenuhi anggaran untuk Inspektorat sebesar 1 % dari
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kebupaten Minahasa Tenggara sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 secara terus-menerus;

Agar Bupati Minahasa Tenggara terus menjaga serta meningkatkan komitmennya atas
pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik sehingga terciptanya clean and good
governance dengan terus melaksanakan program “JSRK (Jumat Siang Rapat Koordinasi)”.
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Gambar 5.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara
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Tabel 5.1. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja

Rincian perhitungan pada lampiran

No Jabatan Kebutuhan YLunn;I:L‘a Selisih
1 | Auditor Ahli Utama/P2UPD Utama 1 0 -1
2 | Auditor Ahli Madya/P2UPD Madya 0 -2
3 | Auditor Ahli Muda/P2UPD Muda 6 0 -6
| fudior i berem Audior | g o] s
5 | Non Auditor/Non P2UPD 0 29 29

Jumlah 27 29 2

Sumber LHP APIP BPK

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
2012 72.500.000,00 72.225.000,00 99,62
2013 123.500.000,00 - -
2014

(semester Ill) 102.000.000,00 82.500.000,00 80,88
Sumber DPPKAD

Tabel 5.4. Perbandingan Anggaran Pemda dengan Anggaran Inspektorat

Persentase anggaran
No. | Tahun Angga;;n )P emda Ins lznkgti;:;:?R ) Inspektorat pada
p p P Pemda (%)
1 . 2012 426.828.954.882,05 3.875.120.938,00 091
2 . 2013 462.882.110.146,00 4.295.809.827,00 0,93
3 . 2014 528.937.317.900,00 5.289.373.179,00 1,00

Sumber DPPKAD
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Gambar 5.2. Jaring Laba-Laba antara Kompetensi, Independensi
dan Motivasi dalam Hubungannya dengan Kualitas Aparat
Pengawas Intern Pemerintah
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